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RINGKASAN

Berdasarkan sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses
penyclesaian perkara korupsi terdapat beberapa lembaga atau instansi yang diberi
tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

bberdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tim
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) yang
dijabarkan melalui mekanisme pelaksananaan tugas antar lembaga penyidik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis
penclitian ini adalah kualitatif. Analisis yang demikian ini dilaksanakan dengan
melakukan tahapan-tahapan sistematis melalui berbagai bahan hukum, baik bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari langkah-langkah tersebut
dimaksudkan untuk melakukan interprestasi sebagai dasar untuk mengambil
langkah berikutnya dalam bentuk kesimpulan.

Dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang penanganannya
dilakukan oleh beberapa lembaga tidak menutup kemungkinan akan terjadi
benturan antar lembaga yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih.
Disamping itu penyebab faktor utama adanya perbedaan persepsi antar lembaga
penyidik itu disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dari masing masing
lembaga. Setiap lembaga merasa bahwa pihaknyalah yang berhak melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kasus tersebut terjadi antara pihak
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Kepolisian dan pihak Kejaksaan, yang mana pihak Kejaksaan tidak berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi. Padahal sudah banyak terbukti bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hal ini berdasarkan
pada UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, selain itu juga
perselisihan kewenangan dan kurang adanya koordinasi antar lembaga sehingga
terjadi bolak balik pcngembalian berkas perkara dari polisi ke jaksa.

Apabila hal tersebut dibiarkan maka sangat menguntungkan bagi pelaku
Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan agenda reformasi, antara lain adalah
supremasi hukum dan pemberantasan KKN, maka keadaan tersebut tidak dapat di
biarkan saja, harus ada jalan keluarnya.

Dengan berpedoman pada integrated criminal justice system yang diatur
oleh KUHAP, upaya penyelesaian untuk menghindari kesimpangsiuran tugas,
penyalah gunaan kewenangan, serta tumpang tindih kewenangan. Perlu ada suatu
aturan hukum yang didalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum
yang oleh negara diberikan tugas dan wewenang, serta apa sanksi bila ternyata
pelaksanaannya tidak scsuai dengan cara atau tugas dan kewenangan yang telah
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-udangan. Perlu diadakan penertiban
dengan upaya penyelesaian yang lain yaitu penanganan kasus korupsi dilakukan

oleh suatu lembaga yang khusus menangani masalah itu.
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Abstract

Struggling corruption in Indonesia all at once is imposibble and it needs special
management on investigation, observation, and prosecution, to fight Corruption
Criminal Act, there are some institution including Police, Judiciary, KPK and
Timtastipikor. Each of the institution has its own duty and authority as an
investigator, observer and prosecutor in managing Corruption Criminal Act
sourcing on The Act NO. 8 Year 1981 Criminal Code. By similarity between the
task and authority, differences in perception, struggles for any case and
“overlapping on handling often occur.
Thus, every law institution seem move separately, overlapping in authority and
even blaming each other when there is something wrong happen, as a result, there
are many corruption cases hanged, uncompleted well, and even blow over, such
situation is benefiting for dthe wrongdoers
The effort to solve the problem without overlapping, stuggling on authority,
difference between institutions in perception there must be coordination between
" in institution, whether the investigation is conducted by police or by other
institution which has the same authority on investigating Corruption Criminal Act.

Keywords : Duty and Authority, Overlapping, Corruption
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